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Abstract  
The interpretation of Islamic law and modern ijtihad should maintain fidelity to 
normative sources while responding to social and cultural changes in society. 
However, in reality, differences in place, time, customs, circumstances, 
competencies, and intellectual perspectives have produced diverse legal 
interpretations, while contemporary legal issues have become increasingly 
complex. This study aims to analyze the dynamics of Islamic legal interpretation 
and modern ijtihad, explain the urgency of reconstruction within the Indonesian 
context, and formulate a cultural approach capable of connecting text and 
context. This study employs library research with a qualitative approach through 
descriptive and critical analysis of primary and secondary sources, using the 
framework of mā fī al-naṣṣ and mā ḥawla al-naṣṣ. The findings indicate that 
reconstruction can be developed through the integration of textual 
understanding, textual criticism, descriptive, explanatory, and critical analysis 
with attention to socio-cultural contexts. This approach strengthens the 
relevance of modern ijtihad and Islamic legal reform in Indonesia while 
maintaining justice, mercy, public interest, and wisdom as substantive principles 
of Islamic law. 
 
Keywords: Islamic Legal Reconstruction; Modern Ijtihad; Cultural Approach; Legal 
Interpretation. 
 
 
Abstrak 
Penafsiran hukum Islam dan ijtihad idealnya mampu mempertahankan 
keterikatan pada sumber normatif sekaligus merespons perubahan sosial dan 
budaya masyarakat. Namun, realitas menunjukkan bahwa perbedaan tempat, 
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waktu, kebiasaan, keadaan, kompetensi, dan pola pikir dapat menghasilkan 
pemahaman hukum yang beragam, sementara persoalan kontemporer semakin 
kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika penafsiran hukum Islam 
dan ijtihad modern, menjelaskan urgensi rekonstruksi dalam konteks 
keindonesiaan, serta merumuskan pendekatan kultural yang mampu 
mempertemukan teks dan konteks. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif melalui analisis deskriptif dan 
kritis terhadap sumber primer dan sekunder, dengan kerangka mā fī al-naṣṣ dan 
mā ḥawla al-naṣṣ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi dapat 
dilakukan melalui integrasi pemahaman teks, kritik tekstual, analisis deskriptif, 
eksplanatori, dan kritis dengan pembacaan konteks sosial-kultural. Pendekatan ini 
memperkuat relevansi ijtihad modern dan pembaruan hukum Islam Indonesia 
tanpa melepaskan prinsip keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah, sehingga 
hukum Islam dapat hadir secara responsif, kontekstual, dan tetap memiliki 
legitimasi normatif dalam menghadapi keragaman masyarakat Indonesia yang 
terus berubah. 
 
Keywords: Rekonstruksi Hukum Islam; Ijtihad Modern; Pendekatan Kultural; 
Penafsiran Hukum. 
 
 
 
 
INTRODUCTION  

Penafsiran hukum Islam dan ijtihad merupakan bagian penting dalam 

perkembangan pemikiran hukum Islam karena keduanya menjadi sarana untuk 

memahami dan merumuskan ketentuan hukum berdasarkan sumber-sumber 

syariat (Harahap & Afriansyah, 2024). Proses tersebut tidak berlangsung dalam 

ruang yang statis, melainkan senantiasa berinteraksi dengan kondisi manusia dan 

perkembangan masyarakat. Perbedaan cara berpikir, latar belakang keilmuan, 

pengalaman, serta lingkungan sosial menyebabkan suatu teks dapat dipahami 

melalui perspektif yang beragam. Karena itu, perbedaan produk tafsir dan ijtihad 

merupakan bagian dari dinamika intelektual dalam tradisi hukum Islam. 

Penafsiran hukum pada hakikatnya tidak bersifat rigid, sebab perubahan 

kehidupan manusia menghadirkan kebutuhan terhadap pemahaman hukum yang 

mampu merespons persoalan yang terus berkembang. 

Dinamika tersebut semakin terlihat pada era modern ketika 

perkembangan sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan pola kehidupan 

masyarakat melahirkan persoalan-persoalan hukum yang semakin kompleks. 

Suatu persoalan yang muncul dalam masyarakat tidak hanya memiliki dimensi 

tekstual, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial, kebiasaan, tempat, waktu, 

dan karakter masyarakat yang menghadapinya (Muhammaddiah & Muhazir, 
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2021). Dalam konteks ini, penafsiran hukum Islam tidak cukup hanya diarahkan 

kepada makna literal teks, tetapi perlu mempertimbangkan realitas yang berada 

di sekitar teks. Perbedaan kondisi sosial dan kultural dapat memengaruhi cara 

seorang penafsir atau mujtahid memahami suatu persoalan dan menentukan 

solusi hukumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara teks, 

penafsir, dan realitas merupakan bagian penting dalam proses pembentukan 

pemahaman hukum Islam. 

Secara ideal, hukum Islam memiliki kemampuan untuk memberikan 

petunjuk dan solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan dengan tetap 

berpegang pada prinsip-prinsip syariat. Penafsiran dan ijtihad semestinya tidak 

hanya mempertahankan kesinambungan dengan sumber normatif, tetapi juga 

mampu menghadirkan hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat 

(Arrasyid et al., 2023). Dalam kerangka tersebut, pembaruan hukum Islam 

diperlukan sebagai upaya untuk mengembangkan pemahaman hukum tanpa 

menghilangkan prinsip dasar syariat. Fikih sebagai produk pemikiran manusia 

memiliki ruang untuk dikembangkan karena proses pembentukannya dipengaruhi 

oleh kondisi sosial dan konteks kehidupan para fuqaha. Demikian pula fatwa 

sebagai respons terhadap persoalan tertentu membutuhkan pemahaman 

terhadap keadaan yang melatarbelakangi persoalan tersebut. 

Namun, realitas menunjukkan bahwa penafsiran dan ijtihad masih sering 

berhadapan dengan persoalan ketika produk pemikiran hukum tidak sepenuhnya 

mampu merespons perubahan sosial dan kompleksitas persoalan kontemporer. 

Perbedaan tempat, waktu, kebiasaan, keadaan, kompetensi, dan cara berpikir 

dapat menghasilkan pemahaman hukum yang berbeda, sementara persoalan 

masyarakat terus mengalami perkembangan (Khaeruman & Nurholis, 2024). 

Dalam konteks Indonesia, keragaman sosial dan budaya semakin menegaskan 

pentingnya memperhatikan kondisi masyarakat dalam proses memahami dan 

menerapkan hukum Islam. Hukum Islam sendiri telah berkembang dalam 

berbagai bentuk, seperti fikih, fatwa, keputusan pengadilan, dan peraturan 

perundang-undangan, sehingga hubungan antara norma keagamaan dan realitas 

sosial menjadi semakin kompleks. 

Persoalan utama penelitian ini terletak pada bagaimana membangun 

penafsiran hukum Islam dan ijtihad modern yang mampu mempertemukan 

otoritas teks dengan dinamika konteks sosial-kultural. Jika penafsiran hanya 

berorientasi pada teks, terdapat kemungkinan bahwa pemahaman hukum kurang 

mampu menangkap perubahan realitas yang dihadapi masyarakat. Sebaliknya, 

apabila konteks ditempatkan tanpa keterikatan yang memadai terhadap teks, 

rekonstruksi hukum berpotensi kehilangan pijakan normatifnya. Karena itu, 

diperlukan pendekatan yang mampu menjembatani kedua dimensi tersebut. 
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Pendekatan kultural menjadi relevan karena memungkinkan penafsiran 

memperhatikan kebiasaan lokal, kondisi sosial, serta pengalaman masyarakat 

sebagai bagian dari konteks pemaknaan, dengan tetap mempertahankan teks 

sebagai dasar normatif. Dalam dokumen penelitian ini, pendekatan tersebut 

berkaitan dengan pembedaan antara mā fī al-naṣṣ, yaitu perhatian terhadap apa 

yang terdapat dalam teks, dan mā ḥawla al-naṣṣ, yaitu perhatian terhadap hal-hal 

yang berada di sekitar teks. 

Pendekatan tersebut memiliki relevansi dengan pemikiran Jorge J. E. 

Gracia mengenai fungsi interpretasi, khususnya hubungan antara teks, konteks 

historis, dan audiens kontemporer. Gracia membedakan historical function, 

meaning function, dan implicative function yang menunjukkan bahwa pemahaman 

terhadap teks dapat bergerak dari konteks historis menuju pemaknaan dan 

implikasinya bagi pembaca kontemporer (Gracia, 1995). Kerangka ini memberikan 

ruang untuk melihat penafsiran sebagai proses yang tidak berhenti pada 

reproduksi makna masa lalu, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana teks 

dipahami dalam konteks baru. Dalam konteks hukum Islam, pendekatan tersebut 

dapat dikembangkan melalui perhatian terhadap kebiasaan lokal dan dinamika 

keahlian para aktor yang berinteraksi dengan hukum, seperti ulama, teungku 

imum, geuchik, tokoh agama, dan ahli hukum. 

Kajian terkait penafsiran hukum islam dan ijtihad modern bukan 

merupakan suatu kajian terbaru, melainkan sudah banyak yang mengkaji. Salah 

satu nya ada kajian dari Tohari, Fawwaz, dan Swadjaja yang menekankan 

konstruksi ijtihad dalam konteks Indonesia melalui integrasi teks hukum dengan 

maqāṣid al-syarī‘ah (Tohari et al., 2023). Bambang menunjukkan pentingnya 

fleksibilitas dan pendekatan kontekstual dalam ijtihad untuk menghadapi 

perkembangan sosial, teknologi, dan keragaman budaya (Bambang, 2024). 

Sementara itu, Zulfa mengkaji dialog antara fikih dan budaya Nusantara serta 

menunjukkan adanya proses adaptasi hukum Islam dengan kearifan lokal (Zulfa et 

al., 2025). Ketiga penelitian tersebut memperlihatkan bahwa teks, konteks, dan 

budaya merupakan unsur penting dalam pengembangan hukum Islam, tetapi 

belum secara spesifik merumuskan mekanisme metodologis yang 

mengintegrasikan dimensi tekstual dan sosial-kultural dalam satu model 

rekonstruksi penafsiran hukum Islam dan ijtihad modern.  

Berdasarkan kajian terdahulu tersebut, penelitian ini mengisi celah dengan 

menempatkan pendekatan kultural sebagai jembatan antara mā fī al-naṣṣ dan mā 

ḥawla al-naṣṣ, yang dioperasionalkan melalui textual criticism, descriptive analysis, 

explanatory analysis, dan critical analysis. Novelty penelitian terletak pada 

perumusan model rekonstruksi yang mempertahankan teks sebagai dasar 

normatif sekaligus memberikan ruang bagi konteks, kebiasaan lokal, dan 
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perubahan sosial, sehingga penafsiran dan ijtihad modern dapat lebih responsif 

terhadap realitas keindonesiaan tanpa kehilangan orientasi syariat berupa 

keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika penafsiran hukum Islam 

dan ijtihad dalam menghadapi perubahan sosial, menjelaskan urgensi 

rekonstruksi hukum Islam dalam konteks keindonesiaan, serta mengembangkan 

pendekatan kultural sebagai kerangka rekonstruksi penafsiran dan ijtihad 

modern. Penelitian ini juga merumuskan hubungan metodologis antara mā fī al-

naṣṣ dan mā ḥawla al-naṣṣ melalui textual criticism, descriptive analysis, explanatory 

analysis, dan critical analysis. Kontribusi penelitian terletak pada penempatan 

pendekatan kultural sebagai jembatan metodologis antara teks hukum Islam dan 

realitas sosial-kultural, dengan tetap mempertahankan kedudukan teks sebagai 

dasar normatif sekaligus membuka ruang bagi konteks, kebiasaan lokal, dan 

perkembangan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, model ini memperkuat 

fungsi hukum Islam sebagai instrumen pengendalian dan transformasi sosial 

tanpa melepaskan orientasi syariat berupa keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan 

hikmah, sehingga menawarkan kerangka konseptual bagi pengembangan 

penafsiran hukum Islam dan ijtihad modern yang responsif terhadap perubahan 

masyarakat sekaligus tetap berlandaskan prinsip-prinsip normatif syariat. 

 

METHODS  

Artikel ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan 

pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah analisis deskriptif dan 

kritis terhadap literatur mengenai penafsiran hukum Islam, ijtihad modern, 

pendekatan kultural, serta hubungan teks dan konteks. Sumber primer meliputi 

Al-Qur’an, hadis, literatur fikih dan usul fikih, serta karya Jorge J. E. Gracia tentang 

teori interpretasi dan cultural function. Sumber sekunder berupa buku, artikel 

jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan pembaruan hukum Islam 

dan konteks sosial-kultural Indonesia. 

Keabsahan data dilakukan melalui seleksi sumber, perbandingan 

antarsumber, dan triangulasi sumber pustaka untuk memastikan kredibilitas serta 

relevansi data. Analisis dilakukan melalui identifikasi, klasifikasi, interpretasi, 

perbandingan, dan analisis kritis terhadap data yang terkumpul, kemudian 

disintesiskan dalam kerangka mā fī al-naṣṣ dan mā ḥawla al-naṣṣ. Penyusunan 

naskah dilakukan secara sistematis mulai dari identifikasi masalah, penelusuran 

dan klasifikasi literatur, analisis data, penyusunan argumentasi, hingga penulisan 
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hasil dan kesimpulan, kemudian disesuaikan dengan struktur dan ketentuan Al-

Widad: Journal of Multidisciplinary Islamic Studies. 

 

DISCUSSION  

Dinamika Penafsiran Hukum Islam dan Ijtihad di Era Modern 

Penafsiran hukum Islam dan ijtihad pada dasarnya merupakan proses 

intelektual yang senantiasa berinteraksi dengan perkembangan kehidupan 

manusia. Hukum Islam tidak lahir dalam ruang sosial yang kosong, melainkan 

dipahami dan dirumuskan melalui proses pemikiran manusia terhadap sumber-

sumber hukum yang tersedia. Karena manusia memiliki latar belakang, karakter, 

pengalaman, kemampuan intelektual, serta lingkungan sosial yang berbeda, maka 

produk penafsiran dan ijtihad yang dihasilkan juga tidak selalu seragam (Firdaus 

et al., 2020). Perbedaan tersebut dapat ditemukan dalam berbagai disiplin 

keislaman, baik tafsir, hadis, fikih, maupun usul fikih. Seorang mufasir dapat 

menghasilkan penafsiran yang berbeda dengan mufasir lainnya, demikian pula 

seorang mujtahid dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda dari 

mujtahid yang lain.  

Perbedaan hasil penafsiran dan ijtihad tersebut salah satunya dipengaruhi 

oleh faktor personalitas dan karakter individual seorang pemikir. Setiap manusia 

memiliki kecenderungan berpikir, sikap, serta cara merespons suatu persoalan 

yang berbeda (Asfiyak, 2020). Sebagian orang cenderung berhati-hati dalam 

menetapkan suatu pendapat, sedangkan sebagian lainnya lebih fleksibel dalam 

melihat persoalan dan mencari kemungkinan penyelesaian. Ada pula individu 

yang memiliki kecenderungan untuk memperketat suatu persoalan, sementara 

yang lain lebih terbuka terhadap kemudahan dan kelonggaran. Perbedaan 

karakter tersebut dapat memengaruhi cara seorang penafsir atau mujtahid 

membaca persoalan hukum, menentukan argumentasi, dan memilih kesimpulan 

yang dianggap paling tepat. Oleh karena itu, produk hukum yang lahir dari 

aktivitas intelektual tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari karakter dan 

kecenderungan orang yang melakukan proses penafsiran atau ijtihad. 

Selain faktor personalitas, kondisi tempat, waktu, lingkungan, dan 

kebiasaan masyarakat juga memiliki pengaruh terhadap pembentukan pemikiran 

hukum. Perubahan ruang sosial dapat melahirkan perubahan cara manusia 

memahami suatu persoalan karena setiap masyarakat memiliki pengalaman, 

tradisi, dan kebiasaan yang tidak selalu sama (Azani, 2021). Perbedaan geografis 

dan kondisi kehidupan dapat membentuk persepsi yang berbeda terhadap suatu 

persoalan, demikian pula perubahan zaman dapat menghadirkan kebutuhan 
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hukum yang berbeda dari masa sebelumnya. Kebiasaan lokal atau adat yang 

berkembang dalam masyarakat juga dapat menjadi bagian dari konteks yang 

diperhatikan dalam memahami persoalan hukum. Penafsiran tidak hanya 

berhubungan dengan apa yang tertulis dalam teks, tetapi juga dengan kondisi 

yang melingkupi kehidupan masyarakat sebagai ruang aktualisasi hukum. Hal ini 

menunjukkan bahwa dinamika sosial dan kultural merupakan salah satu faktor 

penting yang menyebabkan munculnya keragaman dalam pemikiran dan produk 

hukum Islam. 

Perbedaan juga muncul karena adanya variasi kompetensi pengetahuan 

dan mindset di antara para penafsir dan mujtahid. Setiap pemikir memiliki tingkat 

penguasaan ilmu, pengalaman akademik, kemampuan membaca persoalan, serta 

perangkat analisis yang berbeda (Innayah et al., 2025). Perbedaan kompetensi 

tersebut berpengaruh terhadap cara seseorang menentukan titik persoalan, 

mengidentifikasi dalil, memahami hubungan antara teks dan realitas, serta 

menarik kesimpulan hukum. Ketika suatu persoalan memiliki banyak sisi dan 

tingkat kerumitan yang tinggi, seorang pemikir dapat memberikan perhatian lebih 

besar pada aspek tertentu, sedangkan pemikir lain menempatkan aspek yang 

berbeda sebagai pertimbangan utama. Karena itu, perbedaan mindset tidak 

semata-mata menunjukkan pertentangan pemikiran, tetapi juga memperlihatkan 

adanya keragaman perspektif dalam memahami persoalan yang sama. Dalam 

konteks ini, penafsiran dan ijtihad merupakan proses yang sangat dipengaruhi 

oleh kapasitas intelektual dan kerangka berpikir yang digunakan oleh masing-

masing pemikir. 

Keragaman tersebut semakin terlihat ketika hukum Islam berhadapan 

dengan persoalan yang samar, kompleks, dan terus mengalami perkembangan. 

Semakin kompleks suatu perkara, semakin banyak pula aspek yang harus 

dipertimbangkan dalam proses penetapan hukum. Seorang penafsir atau 

mujtahid tidak hanya berhadapan dengan persoalan teks, tetapi juga dengan 

konteks sosial, kebiasaan masyarakat, perubahan keadaan, serta berbagai 

kepentingan yang muncul di dalam kehidupan manusia (Rohayana, 2022). Dalam 

kondisi demikian, suatu persoalan dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda 

sehingga menghasilkan pemahaman yang berbeda pula. Kompleksitas persoalan 

hukum dengan demikian menjadi salah satu faktor yang memperkuat pluralitas 

penafsiran dan ijtihad. Perbedaan tersebut terutama tampak dalam bidang fikih, 

politik, perilaku sosial, serta adat yang berkembang di antara komunitas 

masyarakat yang memiliki karakter dan kondisi yang berbeda. 

Dinamika tersebut menunjukkan bahwa penafsiran hukum Islam dan 

ijtihad merupakan proses yang bersifat dinamis, bukan aktivitas intelektual yang 

berlangsung dalam kondisi sosial yang statis. Perubahan zaman, tempat, 
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kebiasaan, kompetensi, karakter personal, dan kompleksitas persoalan hukum 

dapat memengaruhi cara seorang penafsir maupun mujtahid memahami dan 

merumuskan hukum. Karena itu, keberadaan perbedaan dalam produk tafsir dan 

ijtihad perlu dipahami sebagai konsekuensi dari interaksi antara teks, pemikir, dan 

realitas yang dihadapi. Dalam konteks era modern, dinamika tersebut menjadi 

semakin penting karena perkembangan masyarakat menghadirkan persoalan-

persoalan baru yang membutuhkan pemahaman hukum secara kontekstual. 

Kondisi ini sekaligus menunjukkan adanya kebutuhan untuk mempertimbangkan 

kembali metode penafsiran dan ijtihad agar tetap mampu merespons perubahan 

sosial tanpa kehilangan keterikatannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. 

 

Urgensi Rekonstruksi Hukum Islam dalam Konteks Keindonesiaan 

Rekonstruksi hukum Islam menjadi suatu kebutuhan ketika hukum 

dihadapkan pada perubahan kehidupan masyarakat yang berlangsung secara 

terus-menerus. Hukum pada dasarnya tidak berada di luar kehidupan sosial, tetapi 

memiliki hubungan erat dengan kebutuhan, perkembangan, dan dinamika 

masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, hubungan tersebut terlihat dari proses 

pemahaman dan pengembangan hukum yang dilakukan melalui berbagai produk 

pemikiran, seperti fikih, fatwa, keputusan pengadilan, dan peraturan perundang-

undangan (Khaera et al., 2022). Keberadaan produk-produk tersebut 

menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki ruang untuk berkembang melalui 

proses intelektual dan kelembagaan. Oleh sebab itu, pembaruan hukum Islam 

tidak dimaksudkan untuk mengubah prinsip dasar syariat, tetapi untuk 

memastikan bahwa formulasi hukum yang dihasilkan tetap mampu memberikan 

jawaban terhadap persoalan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. 

Dalam konteks keindonesiaan, kebutuhan terhadap pembaruan hukum 

Islam semakin penting karena masyarakat Indonesia memiliki karakter sosial, 

budaya, dan kebiasaan yang beragam (Badruddin & Supriyadi, 2022). Hukum Islam 

yang dipahami dan diterapkan dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari 

konteks tempat hukum tersebut beroperasi. Dalam dokumen ini, hukum Islam 

dipahami sebagai aturan yang bersumber dari wahyu dan kemudian 

diformulasikan ke dalam berbagai produk pemikiran hukum, yaitu fikih, fatwa, 

keputusan pengadilan, dan undang-undang yang menjadi pedoman bagi umat 

Islam Indonesia. Keragaman bentuk tersebut memperlihatkan adanya proses 

transformasi dari sumber normatif menuju formulasi hukum yang dapat 

diterapkan dalam kehidupan sosial.  

Urgensi pembaruan juga dapat dilihat dari fungsi hukum dalam kehidupan 

masyarakat. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur 
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perilaku, tetapi juga memiliki fungsi sebagai alat pengendalian sosial (a tool of 

social control) dan alat untuk mengubah atau membentuk masyarakat (a tool of 

social engineering) (Sudjana, 2021). Selain itu, hukum berfungsi menciptakan 

ketertiban, mewujudkan keadilan sosial, menjadi sarana penggerak 

pembangunan, menjalankan fungsi kritis, memberikan pengayoman, serta dalam 

batas tertentu menjadi instrumen kebijakan. Jika hukum memiliki fungsi yang 

demikian luas, maka hukum tidak cukup hanya dipertahankan dalam bentuk yang 

tidak responsif terhadap perubahan. Hukum perlu memiliki kemampuan untuk 

menjawab kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan dasar normatifnya. Dalam 

kerangka inilah rekonstruksi hukum Islam dapat dipahami sebagai upaya untuk 

mempertemukan dimensi normatif hukum dengan tuntutan kehidupan sosial 

yang terus berkembang. 

Pembaruan hukum Islam terutama memiliki relevansi terhadap fikih karena 

fikih merupakan hasil pemikiran manusia dalam memahami dan menggali 

ketentuan hukum dari sumber-sumber syariat. Fikih memiliki karakter yang 

berbeda dari wahyu sebagai sumber normatif yang menjadi dasarnya. Para fuqaha 

dalam proses penggalian hukum dipengaruhi oleh kondisi sosial yang 

melingkupinya, sehingga tidak mengherankan apabila terdapat perbedaan 

pendapat di antara ulama yang hidup pada zaman dan tempat yang berbeda. 

Perbedaan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa fikih memiliki ruang untuk 

dikembangkan dan diperbarui. Ketika kondisi sosial berubah, persoalan yang 

dihadapi masyarakat juga mengalami perubahan, sehingga diperlukan 

kemampuan intelektual untuk menemukan formulasi hukum yang sesuai dengan 

keadaan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat. 

Dinamika tersebut juga terlihat dalam persoalan fatwa. Fatwa pada 

dasarnya merupakan hasil dari proses pemahaman dan penalaran hukum 

terhadap persoalan tertentu, sehingga penerapannya berkaitan erat dengan 

kondisi orang dan masyarakat yang meminta jawaban hukum (Jarir et al., 2025). 

Karena itu, proses pemberian fatwa membutuhkan kompetensi keilmuan dan 

kemampuan memahami persoalan secara komprehensif. Dalam tradisi pemikiran 

hukum Islam yang dikemukakan dalam dokumen, Ibnu Qayyim menegaskan 

bahwa perubahan fatwa dapat berkaitan dengan perubahan zaman, tempat, 

keadaan, niat, dan kebiasaan. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa respons 

hukum tidak selalu dapat dilepaskan dari konteks yang melatarbelakangi 

munculnya suatu persoalan.  

Keterkaitan antara hukum dan perubahan konteks tersebut menunjukkan 

bahwa rekonstruksi bukan berarti meninggalkan teks atau mengabaikan 

ketentuan syariat. Sebaliknya, rekonstruksi diperlukan untuk memahami 

bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan secara tepat dalam 
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situasi yang berubah. Perubahan zaman dapat melahirkan bentuk persoalan yang 

berbeda dari persoalan pada masa sebelumnya; perubahan tempat dapat 

menghadirkan kebiasaan dan karakter masyarakat yang berbeda; perubahan 

keadaan dapat mengubah tingkat kebutuhan dan kemudaratan; sementara 

perubahan niat dan kebiasaan dapat memengaruhi penilaian terhadap suatu 

perbuatan. Karena itu, proses penetapan hukum membutuhkan perhatian 

terhadap unsur-unsur yang mengitari suatu persoalan. Pendekatan semacam ini 

memungkinkan hukum Islam tetap memiliki kesinambungan antara prinsip 

normatif dan realitas kehidupan masyarakat. 

Pada tingkat yang lebih mendasar, rekonstruksi hukum Islam harus tetap 

berorientasi pada substansi dan tujuan syariat. Syariat Islam dibangun di atas 

fondasi kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan yang universal, 

yaitu keadilan, kerahmatan, kemaslahatan, dan kebijaksanaan atau hikmah bagi 

kehidupan (El-Mesawi, 2020). Prinsip-prinsip tersebut seharusnya menjadi dasar 

dan substansi dalam memahami berbagai persoalan hukum Islam. Suatu formulasi 

hukum tidak cukup hanya dinilai dari kesesuaiannya dengan bentuk argumentasi 

tekstual, tetapi juga perlu dilihat dari kemampuannya mewujudkan tujuan 

fundamental syariat. Apabila suatu pemahaman hukum justru menghasilkan 

ketidakadilan, menghilangkan kemaslahatan, atau bertentangan dengan prinsip 

rahmat dan hikmah, maka diperlukan evaluasi terhadap cara pemahaman dan 

penerapannya. 

Atas dasar itu, rekonstruksi hukum Islam dalam konteks keindonesiaan 

merupakan kebutuhan metodologis untuk menjaga agar hukum tetap hidup, 

responsif, dan relevan terhadap perubahan masyarakat. Rekonstruksi tidak 

diarahkan untuk mengganti prinsip syariat, melainkan untuk memperbarui cara 

memahami, merumuskan, dan menerapkan hukum berdasarkan perkembangan 

zaman, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan masyarakat. Fungsi hukum sebagai 

pengendalian sekaligus transformasi sosial menuntut adanya kemampuan untuk 

menghubungkan norma dengan realitas, sementara dinamika fikih dan fatwa 

menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki tradisi adaptasi terhadap perubahan. 

Pada akhirnya, pembaruan tersebut harus tetap berpijak pada keadilan, rahmat, 

kemaslahatan, dan hikmah sebagai orientasi substantif syariat. Kerangka inilah 

yang kemudian membuka ruang bagi penggunaan pendekatan kultural sebagai 

salah satu pendekatan dalam merekonstruksi penafsiran hukum Islam dan ijtihad 

modern. 

Pendekatan Kultural dalam Rekonstruksi Penafsiran Hukum Islam 

Pendekatan kultural dalam penafsiran hukum Islam berangkat dari 

pemahaman bahwa teks hukum tidak hadir dalam ruang yang terpisah dari 
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kehidupan manusia. Teks merupakan bagian dari proses komunikasi dan interaksi 

yang berlangsung dalam lingkungan sosial tertentu, sehingga pemahamannya 

tidak hanya berkaitan dengan struktur bahasa dan makna literal, tetapi juga 

dengan konteks yang melingkupinya (Bary & Zakirman, 2020). Dalam kehidupan 

masyarakat, teks keagamaan berinteraksi dengan pengalaman, kebiasaan, 

pengetahuan, serta kebutuhan sosial yang terus berkembang. Karena itu, 

penafsiran hukum Islam perlu memperhatikan hubungan antara teks dan konteks 

agar makna yang dihasilkan tidak terlepas dari realitas tempat hukum tersebut 

dipahami dan diterapkan. Pendekatan ini tidak berarti menempatkan konteks di 

atas teks, melainkan menjadikan konteks sebagai bagian penting dalam 

memahami bagaimana suatu teks memperoleh makna dan fungsi dalam 

kehidupan masyarakat. 

Hubungan antara teks dan konteks menjadi semakin penting ketika hukum 

Islam berhadapan dengan perubahan sosial dan perkembangan kebiasaan 

masyarakat. Kehidupan sosial tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami 

perubahan sebagai akibat perkembangan zaman, pola interaksi, kebutuhan 

masyarakat, dan kondisi lingkungan. Perubahan tersebut dapat melahirkan 

kebiasaan lokal yang berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya 

(Rachman et al., 2023). Dalam konteks  ini, kebiasaan masyarakat tidak 

semata-mata dipandang sebagai fenomena sosial, tetapi dapat menjadi bagian 

dari konteks yang membantu menjelaskan bagaimana suatu norma dipahami dan 

diterapkan. Pendekatan kultural memberikan ruang untuk melihat 

perkembangan adat dan kebiasaan lokal sebagai salah satu unsur yang perlu 

diperhatikan dalam proses penafsiran, sepanjang penggunaannya tetap berada 

dalam batas-batas yang dapat diterima oleh prinsip hukum Islam. 

Dalam konteks Indonesia, khususnya Aceh, dimensi kultural tersebut 

memiliki posisi yang penting karena kehidupan keagamaan masyarakat 

berinteraksi secara kuat dengan tradisi dan struktur sosial lokal. Pemahaman 

terhadap teks keagamaan dalam masyarakat tidak hanya berlangsung melalui 

institusi formal, tetapi juga melalui tokoh-tokoh yang memiliki otoritas sosial dan 

keagamaan (Syafieh et al., 2022). Peran teungku atau Imum Chik, ustaz, kiai, serta 

tokoh agama dalam memahami teks-teks kultural keagamaan. Pada ranah hukum, 

ahli hukum, advokat, dan hakim juga memiliki peran dalam memahami dan 

menerapkan norma hukum sesuai dengan bidang kompetensinya. Bahkan dalam 

konteks pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh, keberadaan teungku 

imum dan geuchik memperlihatkan adanya aktor lokal yang memiliki fungsi 

tertentu dalam kehidupan sosial. Keberagaman aktor tersebut menunjukkan 

bahwa proses pemaknaan hukum berlangsung melalui interaksi antara teks, 

keahlian, otoritas, dan kondisi masyarakat. 
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Keterlibatan berbagai aktor sosial tersebut menunjukkan bahwa 

penafsiran hukum tidak dapat dilepaskan dari kompetensi dan lingkungan tempat 

penafsiran dilakukan. Seorang ahli hukum membaca persoalan melalui perangkat 

keilmuan hukum, seorang tokoh agama melalui penguasaan terhadap sumber-

sumber keagamaan, sementara pemimpin masyarakat berhadapan langsung 

dengan kebiasaan dan persoalan konkret yang berkembang di tengah masyarakat 

(Hayati et al., 2026). Perbedaan posisi dan kompetensi tersebut dapat 

menghasilkan perspektif yang berbeda terhadap suatu teks atau persoalan 

hukum. Oleh karena itu, pendekatan kultural berupaya mempertemukan berbagai 

dimensi tersebut dalam proses pemahaman hukum. Penafsiran tidak hanya 

berhenti pada pertanyaan mengenai apa yang dikatakan teks, tetapi juga 

mempertimbangkan bagaimana teks tersebut dipahami, digunakan, dan 

memperoleh relevansi dalam kehidupan masyarakat tertentu. Dalam kerangka 

inilah konteks sosial dan kultural menjadi bagian dari proses rekonstruksi 

pemahaman hukum. 

Gagasan tersebut memiliki hubungan dengan pemikiran Jorge J. E. Gracia 

mengenai fungsi kultural dalam penafsiran teks. Dalam dokumen ini, Gracia 

ditempatkan sebagai salah satu landasan untuk memahami bahwa penafsiran 

teks tidak berhenti pada makna yang terdapat dalam teks, tetapi berkaitan pula 

dengan hubungan antara teks, pengarang historis, dan audiens kontemporer. 

Gracia membedakan beberapa fungsi interpretasi, yaitu historical function, 

meaning function, dan implicative function (Gracia, 1995). Fungsi historis berkaitan 

dengan upaya menghadirkan kembali pemahaman terhadap teks sebagaimana 

dipahami dalam konteks historisnya; fungsi makna berkaitan dengan pemahaman 

yang dihasilkan oleh audiens kontemporer; sedangkan fungsi implikatif berkaitan 

dengan pemahaman mengenai implikasi makna bagi audiens kontemporer. 

Kerangka tersebut memberikan dasar untuk melihat bahwa suatu teks dapat 

terus berinteraksi dengan pembaca dan konteks baru tanpa harus kehilangan 

hubungan dengan konteks historisnya. 

Dalam perspektif pendekatan kultural, fungsi interpretasi tersebut dapat 

dikembangkan dengan memperhatikan perkembangan kebiasaan lokal dan 

dinamika keahlian yang hidup di tengah masyarakat. Teks hukum memiliki dimensi 

sosial karena maknanya dipahami dan diterapkan oleh manusia dalam kondisi 

tertentu. Karena itu, pengalaman masyarakat, kebiasaan lokal, serta pengetahuan 

para aktor yang berinteraksi dengan hukum dapat menjadi bagian dari proses 

interpretasi (Lestarini, 2023). Dalam konteks Aceh, misalnya, pemahaman 

terhadap realitas masyarakat dapat melibatkan perspektif teungku imum, geuchik, 

tokoh agama, maupun ahli hukum sesuai dengan kompetensi dan ruang sosial 

masing-masing. Pendekatan semacam ini memungkinkan penafsiran hukum 
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mempertimbangkan realitas yang berada di sekitar teks, bukan hanya struktur 

tekstualnya.  

Pendekatan kultural dalam rekonstruksi penafsiran hukum Islam 

menempatkan teks dan konteks sebagai dua unsur yang saling berhubungan 

dalam proses pemaknaan hukum. Teks tetap menjadi dasar normatif, sedangkan 

konteks sosial-kultural membantu menjelaskan relevansi dan penerapannya 

dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan kebiasaan lokal, perubahan kondisi 

sosial, serta keterlibatan teungku, imum, geuchik, tokoh agama, dan ahli hukum 

dapat menjadi sumber pertimbangan dalam memahami persoalan hukum secara 

lebih kontekstual. Dalam kerangka Gracia, proses tersebut memungkinkan fungsi 

interpretasi bergerak dari pemahaman terhadap konteks historis menuju 

pemaknaan dan implikasi bagi audiens kontemporer. Dengan demikian, 

pendekatan kultural tidak diarahkan untuk menggantikan teks dengan budaya, 

tetapi untuk membangun dialog antara teks dan realitas sehingga rekonstruksi 

penafsiran hukum Islam mampu mempertahankan prinsip normatif sekaligus 

merespons kebutuhan masyarakat yang terus berubah. 

 

Model Rekonstruksi Penafsiran dan Ijtihad Modern: Mā Fī al-Naṣṣ dan Mā Ḥawla 

al-Naṣṣ 

Rekonstruksi penafsiran hukum Islam dan ijtihad modern membutuhkan 

model yang mampu mempertemukan kekuatan teks dengan dinamika realitas 

yang melingkupinya. Penafsiran hukum tidak cukup hanya dilakukan dengan 

membaca teks secara literal, tetapi juga tidak dapat sepenuhnya dilepaskan dari 

teks sebagai sumber normatif (Garat et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan pola 

penafsiran yang memungkinkan seorang penafsir atau mujtahid memahami apa 

yang terdapat di dalam teks sekaligus memperhatikan berbagai hal yang berada 

di sekitar teks. Dalam kerangka ini, pendekatan mā fī al-naṣṣ dan mā ḥawla al-naṣṣ 

dapat ditempatkan sebagai dua orientasi yang saling melengkapi. Mā fī al-naṣṣ 

memberikan perhatian terhadap kandungan teks atau nas, sedangkan mā ḥawla 

al-naṣṣ memberikan ruang untuk mempertimbangkan konteks sosial, kultural, dan 

kondisi yang mengitari teks (Zaman et al., 2024). Keduanya dapat menjadi dasar 

metodologis untuk membangun penafsiran hukum yang tetap berakar pada 

sumber normatif sekaligus memiliki relevansi terhadap persoalan kontemporer. 

Pendekatan mā fī al-naṣṣ pada dasarnya diarahkan kepada sesuatu yang 

termaktub atau terdapat di dalam nas atau teks itu sendiri. Orientasi ini penting 

karena setiap upaya rekonstruksi penafsiran tetap membutuhkan pijakan 

terhadap teks sebagai sumber utama yang menjadi objek pemahaman (Aswadi et 

al., 2026). Dalam pendekatan ini, perhatian dapat diarahkan kepada bahasa, 
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struktur, kandungan, dan makna yang terdapat dalam teks, sehingga penafsiran 

tidak kehilangan hubungan dengan sumber hukum yang menjadi dasar 

pembahasannya. Rekonstruksi bukanlah proses yang dimaksudkan untuk 

mengesampingkan teks, tetapi merupakan upaya memahami teks secara lebih 

sistematis agar kandungannya dapat ditempatkan secara tepat dalam persoalan 

yang sedang dihadapi. Posisi teks sebagai dasar normatif tetap dipertahankan, 

sementara perangkat analisis digunakan untuk memperoleh pemahaman yang 

lebih komprehensif terhadap kandungan hukum yang terdapat di dalamnya. 

Salah satu perangkat yang dapat digunakan dalam pendekatan mā fī al-

naṣṣ adalah textual criticism atau kritik tekstual. Kritik tekstual diarahkan untuk 

menguji berbagai aspek yang berkaitan dengan teks, termasuk autentisitas, 

atribusi, serta evaluasi literer dan historis terhadap teks atau penafsiran (Akbari 

et al., 2025). Tekstual dijelaskan melalui tiga bentuk, yaitu recension, examination, 

dan emendation (Bruce Manning Metzge, 1992). Recension berkaitan dengan 

rekonstruksi bentuk teks atau nas melalui bukti dan perbandingan; examination 

berkaitan dengan pengujian autentisitas teks; sedangkan emendation berkaitan 

dengan perubahan atau perbaikan teks. Ketiga bentuk tersebut menunjukkan 

bahwa memahami teks secara serius membutuhkan proses pemeriksaan yang 

tidak berhenti pada pembacaan permukaan.  

Setelah kandungan teks dipahami, proses rekonstruksi dapat 

dikembangkan melalui analisis terhadap makna yang terkandung di dalamnya. 

Dalam konteks ini, analisis deskriptif (descriptive analysis) memiliki fungsi sebagai 

tahap awal untuk menjelaskan apa yang terdapat atau dimaksud oleh teks dengan 

menggunakan bahasa peneliti (Hasibuan, 2020). Analisis ini merupakan bentuk 

pemaparan terhadap kandungan teks berdasarkan pemahaman peneliti dan 

dapat digunakan dalam berbagai penelitian literatur. Melalui tahap deskriptif, 

peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi dan memaparkan makna teks secara 

sistematis sebelum memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Tahap ini 

penting agar proses rekonstruksi tidak langsung melompat kepada kesimpulan 

baru tanpa terlebih dahulu memahami objek yang sedang ditafsirkan.  

Tahap berikutnya adalah analisis eksplanatori (explanatory analysis) yang 

tidak hanya mendeskripsikan makna teks, tetapi berusaha menjelaskan mengapa 

dan bagaimana suatu makna atau fakta muncul serta faktor-faktor yang 

melatarbelakanginya (Noviana et al., 2021). Analisis ini memungkinkan penafsir 

bergerak dari pertanyaan mengenai “apa” menuju pertanyaan mengenai 

“mengapa” dan “bagaimana”. Dalam proses tersebut, teks dapat dibaca dengan 

mempertimbangkan hubungan antara kandungannya dengan berbagai kondisi 

yang melatarbelakangi munculnya suatu pemahaman. Analisis eksplanatori dalam 

dokumen juga mencakup penjelasan komparatif, teori sosiologi pengetahuan, 



Rekonstruksi Penafsiran Hukum Islam dan Ijtihad Modern… 

Al-Widad: Journal of Multidisciplinary Islamic Studies | 73  

 

dan penjelasan kategoris. Analisis eksplanatori memberikan ruang yang lebih luas 

bagi penafsir untuk melihat hubungan antara teks, pemahaman manusia, dan 

faktor-faktor yang membentuk suatu penafsiran. Tahap ini menjadi penting dalam 

rekonstruksi karena hukum tidak hanya membutuhkan pemaparan makna, tetapi 

juga membutuhkan pemahaman mengenai alasan dan konteks yang membentuk 

pemaknaan tersebut. 

Tahap selanjutnya adalah analisis kritis (critical analysis) yang menempati 

tingkat lebih lanjut dalam proses penafsiran. Analisis kritis tidak hanya berusaha 

memahami dan menjelaskan teks, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap 

penafsiran atau metodologi yang digunakan oleh seorang mufasir maupun 

mujtahid (Mansur, 2026). Dalam proses ini, penafsir perlu memiliki pemahaman 

terhadap maksud teks sekaligus perangkat metodologis yang memadai untuk 

melakukan kritik. Kritik dapat diarahkan kepada aspek internal maupun eksternal 

dari suatu penafsiran. Analisis kritis memberikan kemungkinan untuk menilai 

apakah suatu hasil penafsiran masih memadai dalam menjawab persoalan yang 

dihadapi atau memerlukan pengembangan lebih lanjut. Posisi analisis kritis 

menjadi penting dalam rekonstruksi karena pembaruan hukum tidak cukup hanya 

dengan memahami teks, tetapi juga membutuhkan evaluasi terhadap produk 

pemikiran hukum yang telah berkembang sebelumnya. 

Berbeda dari mā fī al-naṣṣ yang berorientasi pada apa yang terdapat dalam 

teks, mā ḥawla al-naṣṣ memberikan perhatian terhadap berbagai hal yang berada 

di sekitar teks. Pendekatan ini memungkinkan penafsiran mempertimbangkan 

konteks sosial dan kultural yang mengitari suatu nas. Dalam kehidupan 

masyarakat, suatu teks tidak hanya dibaca sebagai rangkaian bahasa, tetapi 

dipahami dan diterapkan dalam situasi tertentu oleh manusia dengan latar 

belakang yang berbeda. Karena itu, kondisi sosial, kebiasaan lokal, perkembangan 

masyarakat, serta kompetensi para aktor yang berhadapan dengan persoalan 

hukum dapat menjadi bagian dari konteks yang perlu diperhatikan. Pendekatan 

mā ḥawla al-naṣṣ tidak dimaksudkan untuk menggantikan teks dengan realitas 

sosial, melainkan untuk memperluas proses pemahaman agar hubungan antara 

teks dan konteks dapat terlihat secara lebih jelas. 

Penggabungan mā fī al-naṣṣ dan mā ḥawla al-naṣṣ kemudian dapat 

membentuk model rekonstruksi yang bersifat integratif. Pada tahap pertama, 

penafsir memahami dan menguji teks melalui pendekatan yang berorientasi pada 

kandungan nas, termasuk melalui kritik tekstual. Pada tahap kedua, makna yang 

telah dipahami dianalisis secara deskriptif, eksplanatori, dan kritis untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Pada tahap ketiga, hasil 

pemahaman tersebut ditempatkan dalam konteks sosial dan kultural melalui 

pendekatan mā ḥawla al-naṣṣ. Dengan pola tersebut, proses penafsiran bergerak 
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dari teks menuju konteks tanpa memutus hubungan antara keduanya. Model ini 

memungkinkan penafsir melihat teks sebagai sumber normatif sekaligus melihat 

realitas sebagai ruang aktualisasi hukum.  

Model tersebut memiliki relevansi langsung terhadap ijtihad modern 

karena ijtihad pada dasarnya merupakan proses pengerahan kemampuan 

seorang faqih atau jurist untuk menemukan hukum syariat dari dalil-dalil yang 

terperinci. Dalam menghadapi persoalan yang tidak selalu ditemukan secara 

langsung dalam teks, seorang mujtahid membutuhkan kemampuan untuk 

memahami nas sekaligus membaca kondisi yang melingkupi persoalan tersebut. 

Pendekatan mā fī al-naṣṣ dapat memberikan landasan tekstual bagi proses 

istinbat, sedangkan mā ḥawla al-naṣṣ memberikan ruang untuk memperhatikan 

konteks sosial, budaya, dan perubahan kehidupan. Ijtihad modern tidak diarahkan 

kepada pembentukan hukum yang terlepas dari sumber syariat, tetapi kepada 

pengembangan metode memahami dan menerapkan sumber tersebut dalam 

menghadapi persoalan baru. Hal ini sejalan dengan dinamika ijtihad yang dalam 

sejarahnya telah memperlihatkan penggunaan berbagai metode untuk menjawab 

persoalan yang berkembang dalam masyarakat. 

Dalam konteks hukum Islam Indonesia, model rekonstruksi tersebut dapat 

diarahkan pada pembentukan pemahaman hukum yang mampu 

mempertemukan norma syariat dengan realitas sosial-kultural masyarakat. 

Hukum Islam di Indonesia telah hadir dalam berbagai bentuk, antara lain fikih, 

fatwa, keputusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan, sehingga 

proses pemaknaan dan penerapannya berlangsung melalui berbagai institusi dan 

aktor (Sulfanwandi, 2020). Pendekatan mā fī al-naṣṣ memastikan bahwa 

pengembangan hukum tetap memiliki pijakan normatif, sedangkan mā ḥawla al-

naṣṣ memungkinkan perhatian terhadap adat, kebiasaan lokal, kondisi 

masyarakat, serta perkembangan kehidupan sosial. Dalam konteks Aceh, 

misalnya, pemahaman hukum dapat mempertimbangkan peran ulama, teungku 

imum, geuchik, tokoh agama, maupun ahli hukum sesuai dengan kompetensi 

masing-masing. 

  

CONCLUSION  

Penafsiran hukum Islam dan ijtihad modern pada dasarnya tidak dapat 

dilepaskan dari dinamika sosial, budaya, tempat, waktu, kebiasaan, serta 

perkembangan persoalan masyarakat. Karena itu, perbedaan pemahaman 

terhadap teks merupakan konsekuensi dari keragaman konteks dan kapasitas 

penafsir. Persoalan muncul ketika penafsiran terlalu berorientasi pada teks 

sehingga kurang responsif terhadap perubahan realitas, atau sebaliknya terlalu 

menekankan konteks hingga kehilangan pijakan normatif. Penelitian ini 
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menunjukkan bahwa rekonstruksi diperlukan untuk mempertemukan otoritas 

teks dengan kondisi sosial-kultural melalui pendekatan yang tetap berorientasi 

pada prinsip dan tujuan syariat. 

Pendekatan kultural menawarkan jembatan metodologis melalui integrasi 

mā fī al-naṣṣ dan mā ḥawla al-naṣṣ. Mā fī al-naṣṣ menjaga keterikatan penafsiran 

pada kandungan teks, sedangkan mā ḥawla al-naṣṣ memungkinkan perhatian 

terhadap konteks sosial, kebiasaan lokal, dan perkembangan masyarakat. Melalui 

textual criticism, descriptive analysis, explanatory analysis, dan critical analysis, 

model ini dapat dikembangkan untuk mendukung ijtihad modern yang lebih 

kontekstual. Dalam konteks Indonesia, pendekatan tersebut memungkinkan 

hukum Islam tetap relevan terhadap keragaman sosial-kultural dengan tetap 

berorientasi pada keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah sebagai substansi 

syariat. 
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